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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian di  Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dilakukan berdasarkan permasalahan mitra yakni pengetahuan dan pemahaman Badan Saniri dan Staf Pemerintah Negeri yang masih rendah,  terkait  pembuatan  peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri. Akibatnya  Pemerintah Negeri, dan Badan Saniri tidak memiliki peraturan yang jelas soal pajak (ngase) yang berhubungan dengan sumber-sumber  pendapatan dan  barang atau  asset  milik negeri atau desa. Adapun target kegiatan yaitu memberikan kontribusi positif terhadap aparatur atau perangkat negeri dalam memahami peraturan negeri atau pajak (ngase) tentang sumber-sumber pendapatan negeri. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, yang dilakukan atau dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan. Penyuluhan dilakukan kepada sasaran kegiatan pengabdian yaitu aparatur atau perangkat pemerintah Negeri dan Badan Saniri negeri lengkap. Setelah mengikuti penyuluhan, Pemerintah Negeri dan Badan Saniri  dapat memahami pentingnya peraturan negeri terkait dengan pajak (ngase), guna  menuju tertib aturan di Suli. Selanjutnya  kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMS) didukung oleh pendampingan untuk pembuatan peraturan negeri, yang didalamnya dilakukan perencanaan serta penataan sumber-sumber pendapatan negeri yang baik dalam rangka meningkatkan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Diharapkan teori yang sudah ditransfer dapat diterapkan sehingga terwujud apa yang menjadi tugas dari pemerintah dan perangkat negeri yang bermanfaat bagi  kesejahteraan masyarakat setempat. Gambaran Iptek yang dihasilkan dalam PKMS ini adalah Peraturan Negeri Suli tentang Pajak (ngase) yang langsung dapat disahkan dan digunakan demi tata kelola  pemerintahan negeri, yang tertib, lancar dan tranparan.
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ABSTRACT

 Community service activities in Negeri Suli, Salahutu District, Central Maluku Regency, are carried out based on partner problems, namely the low knowledge and understanding of the Saniri Agency and State Government Staff, regarding the making of state regulations regarding state tax (ngase). As a result, the State Government and the Saniri Agency do not have clear regulations regarding taxes (ngase) relating to sources of income and goods or assets belonging to the state or village. The activity target is to make a positive contribution to the state apparatus or apparatus in understanding state regulations or taxes (ngase) regarding sources of state income. The activity method used in this service is the method of lectures, discussions and questions and answers, which are carried out or carried out in the form of counseling and mentoring. Extension is carried out to the target of community service activities, namely the State government apparatus or apparatus and the complete state Saniri Agency. After attending the counseling, the State Government and the Saniri Agency can understand the importance of state regulations related to taxes (ngase), in order to lead to orderly regulations in Suli. Furthermore, Community Service activities (PKMS) are supported by assistance for making state regulations, in which planning and structuring of sources of state income are good in order to increase income for the welfare of the community. It is hoped that the theory that has been transferred can be applied so that the duties of the government and state apparatus can be realized which are beneficial for the welfare of the local community. The description of science and technology produced in this PKMS is the Suli State Regulation on Taxes (ngase) which can be directly passed and used for the sake of orderly, smooth and transparent governance of the country.
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PENDAHULUAN

Negeri Suli (di Ambon, Desa disebut dengan istilah Negeri) terletak di pulau Ambon Kecamatan Salahutu,   Kabupaten Maluku Tengah. Jarak  Negeri Suli  dengan pusat Kota Ambon sekitar 19 Km. Negeri Suli  diapit oleh pegunungan dan lautan serta daerah-daerah lain yang merupakan wilayah negeri sekitarnya. Batas wilayah Negeri Suli, sebelah utara berbatasan dengan Gunung Salahutu, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Banda, sebelah timur berbatasan dengan desa Tulehu dan desa Tial, sebelah barat  berbatasan dengan desa Passo. Dengan luas wilayah Negeri Suli 6.500 ha, Di tengah pemukiman terdapat fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas, baileo, gereja, pasar, tempat rekreasi dan lainnya.
Secara  umum Negeri Suli terbagi atas 4 (empat) dusun yaitu Dusun Amalatuei terletak pada RT 1 s/d RT 11 dan RT 19 s/d RT 24 tepatnya di Suli bawah samping gereja Pentakosta s/d Jembatan Sungai Lorihua, Suli atas samping SD, daerah pengungsi Banda, Rindam s/d Jembatan Dua. Dusun Latuslamu terletak pada RT 12 s/d RT 25 s/d RT 27 tepatnya di Suli bawah Pantai Sopapey, gereja Pentakosta s/d pertigaan, Suli atas pada daerah Kebun Kayu Manis, samping SD dan Kantor Desa. Dusun Wainusalaut terletak pada RT35 s/d RT 57 tepatnya di Natsepa, Waiyari s/d Waitatiri dan Dusun Amarumatena terletak pada RT 28 s/d RT 33 tepatnya di Suli bawah dari Jembatan Sungai Lorihua s/d batas desa Tial.  Jumlah penduduk Negeri Suli tahun 2019 11.424 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 5.540 jiwa dan perempuan 5.882 jiwa. Penduduk pendatang  sampai dengan 2019 62 jiwa. Mereka terhimpun dalam 2.932 kepala keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk Negeri bervariasi, ada yang bekerja sebagai Petani,  (636 jiwa), Nelayan (40 jiwa), Pegawai Negeri  Sipil (PNS) (471 jiwa), Pegawai Swasta (553 jiwa)  Buruh Pabrik (73 jiwa), Buruh Tani/Buruh Nelayan (676 jiwa), Wiraswasta/Pedagang (532 jiwa),  TNI (723 jiwa), POLRI (114 jiwa)), Dokter Swasta/Honorer  (6 jiwa), Perawat Swasta/honorer (8 jiwa).[1], [2].

Era  otonomi  daerah  dalam  dinamika  demokrasi  sekarang  ini  menuntut  adanya partisipasi  masyarakat,  tidak  terkecuali  masyarakat  pedesaan  dalam rangka  mewujudkan pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu  diperlukan  regulasi  di  tingkat  daerah  termasuk regulasi di desa atau yang di Ambon terkenal dengan sebutan negeri.[3] Jenis dan ragam peraturan negeri yang disusun dan ditetapkan bergantung pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di negeri. Untuk itu diharapkan kepada pemerintah negeri, terutama Raja (sebutan di Ambon untuk Kepala Desa) dan BPD agar dapat mengidentifikasi topik -topik yang perlu dibuat  sebagai  peraturan  negeri.[4]  Tingkat  kepentingan  ini  hendaknya  dilihat  dalam kerangka kepentingan sebagian besar masyarakat agar Peraturan Negeri yang dibuat benar - benar aspiratif. Peraturan negeri juga perlu dibuat karena adanya perintah atau keharusan yang ditetapkan melalui peraturan yang lebih tinggi. Peraturan   negeri   seperti ini biasanya merupakan penjabaran dan pengukuhan dari peraturan yang lebih tinggi tersebut. Dalam era  Otonomi  Daerah  saat  ini,  negeri (desa)  diberikan  kewenangan  yang  lebih  luas  dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam rangka ini sejumlah Peraturan Negeri perlu dibuat untuk mengefektifkan implementasi dari kewenangan tersebut.[5],[6].

 Hasil observasi terhadap negeri mitra terdapat   beberapa masalah yakni, belum adanya peraturan negeri   yang mengatur tentang pajak negeri atau pungutan negeri bagi pengelolaan sumber-sumber pendapatan negeri
setempat, serta kurangnya pengetahuan atau pemahaman perangkat    negeri      dalam    hal pembuatan   peraturan tentang pajak negeri. Hal   ini disebabkan karena   terbatasnya   sumber   daya   perangkat   negeri   mitra. Karena   itu pengelolaan sumber-sumber pendapatan  negeri mitra belum maksimal dilakukan, sehingga pengelolaan  jenis-jenis  pendapatan  negeri    mitra  tidak  terurus  secara baik.  Padahal  jika  hal  ini  dikelola  dengan  baik  akan  menambah  pendapatan  negeri mitra. Selain  itu  perangkat  negeri    mitra  belum  menyadari  pentingnya peraturan   negeri tentang pajak  negeri atau  pengutan   yang   merupakan   aset pendapatan negeri, agar  dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang  mandiri  dan  otonom,  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  setempat.  Dari   sisi   pendapatan    mitra, tersedia    jenis-jenis  pendapatan   yang   potensial   dan dapat   dikelola   untuk   dijadikan   sumber   pendapatan  demi menunjang peningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Sesungguhnya proses pembuatan peraturan negeri   tentang pajak  negeri  dalam hal pengelolaan sumber-sumber pendapatan negeri tidak terlalu rumit untuk   dilakukan asal semua perangkat negeri mulai dari tingkat RT  (Rukun Tetangga) sampai Sekretaris negeri memiliki komitmen dalam melakukan pengelolaan dan pembuatan dimaksud. Karena setiap negeri harus memiliki buku register negeri  berdasarkan  acuan  Peraturan  Menteri  dalam  Negeri Nomor  32 Tahun  2006, salah satunya yakni berhubungan dengan administrasi keuangan, maupun administrasi Badan Permusyawaratan negeri (BPD) dan administrasi lainnya.[7]

Melihat  situasi  permasalahan tersebut  di  atas,  serta  kesepakatan perangkat negeri mitra dengan  tim  pelaksanan  program  PKMS,  didapati  bahwa  masalah  utama  yang dihadapi adalah relatif  terbatasnya sumber daya perangkat  negeri dan kurangnya sumber daya    pendukung,   baik itu  perangkat lunak dan   perangkat keras  sehingga  menyebabkan tidak tertibnya pengelolaan jenis-jenis pendapatan negeri. Sebab itu penting dilakukan pendampingan  PKMS  bagi mitra untuk pembuatan Peraturan Negeri bagi kegiatan  penyelenggaraan administrasi  pemerintahan di Suli.  Hal  ini  bermanfaat  bagi  pengembangan masyarakat baik ke dalam maupun keluar. Maka dalam kegiatan PKMS ini, ipteks yang akan ditransfer adalah terkait dengan Pembuatan  Peraturan  Negeri  tentang  Pajak (ngase)  di Suli   yang terdiri  dari  a).  Format peraturan negeri, b).Tata cara pembuatan dan muatan   peraturan negeri tentang pungutan  (ngase) negeri,  c). Jenis  dan besarnya  pungutan negeri.
Bertolak dari situasi di atas, sebagai tim dosen yang  mempunyai kompetensi  di bidangnya kami menawarkan Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKMS) kepada negeri mitra untuk  menerapkan  pengetahuan  dan  pemahaman  cara  membuat peraturan  negeri  tentang sumber-sumber  pendapatan yaitu melalui  kegiatan sosialisasi,  pendampingan  dan praktek untuk menyelesaikan permasalahan mitra.

SOLUSI YANG DILAKSANAKAN

Untuk menyelesaikan permasalahan mitra yaitu pengetahuan dan pemahaman yang masih rendah dari mitra tentang peraturan negeri tentang pungutan (ngase), maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri. Dengan menggunakan metode penyuluhan (ceramah, diskusi, Tanya jawab). 

Kegiatan penyuluhan  dilakukan di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupatan Maluku Tengah. Permasalahan lain yang dialami mitra yaitu belum adanya pedoman teknis peraturan negeri  sebagai acuan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pendampingan mitra dalam bentuk Focus Discussion Group  (FGD), untuk merumuskan pedoman atau teknis pembuatan peraturan negeri di negeri mitra. Berdasarkan hasil  observasi dan diskusi dengan mitra, masalah lainnya adalah kurangnya perhatian mitra untuk melakukan peraturan negeri tentang pajak (ngase), padahal ada banyaknya sumber-sumber pendapatan mitra, serta asset mitra untuk dikelola dan dijadikan pungutan bagi peningkatan pendapatan desa atau negeri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.   

HASIL YANG DICAPAI

Untuk menyelesaikan permasalahan mitra maka solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang cara pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri. Dengan menggunakan metode sosialisasi dan pelatihan (ceramah, diskusi, Tanya jawab). Kegiatan pelatihan  dilakukan di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kabupatan Maluku Tengah. Permasalahan lain yang dialami mitra yaitu belum adanya pedoman teknis peraturan negeri  sebagai acuan. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah pendampingan mitra dalam bentuk Focus Discussion Group  (FGD), untuk merumuskan pedoman atau teknis pembuatan peraturan negeri di negeri mitra. Berdasarkan hasil  observasi dan diskusi dengan mitra, masalah lainnya adalah kurangnya perhatian mitra untuk melakukan peraturan negeri tentang pajak (ngase), padahal  banyaknya sumber-sumber pendapatan mitra, serta asset mitra untuk dikelola dan dijadikan pungutan bagi peningkatan pendapatan desa atau negeri, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.  Maka kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di desa mitra dengan tahapan sebagai berikut;  
Tahap Persiapan;  tahapan ini Mitra ditugaskan untuk menyediakan tempat atau lokasi pertemuan  dan peserta, untuk  kegiatan pelatihan pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) Negeri di Suli. Sebelumnya juga Tim PKMS  melakukan   pertemuan terbatas dengan mitra (Badan Saniri dan Staf pemerintah negeri), guna membahas persiapan kegiatan PKMS. Partisipasi mitra adalah menyediakan tempat, serta ikut dalam kegiatan, diskusi.

Tahap Pelaksanaan; tahapan ini dilakukan dengan melakukan  sosialisasi dan ceramah terkait  pengetahuan dan  pemahaman  pembuatan  Peraturan Negeri tentang Pajak (Ngase) Negeri Suli, kegiatan pelatihan ini  disertai  dengan Tanya jawab dan diskusi  untuk  mengetahui sumber-sumber pendapatan atau kekayan milik negeri untuk dijadikan sumber-sumber pendapatan dan mendapat persetujuan bersama pada kegiatan pengabdian dimaksud. Target yang yang ingin dicapai yaitu, adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman Badan Saniri dan perangkat pemerintah Negeri Suli tentang pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri. Penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab dan materi  dibawakan oleh ketua tim dan anggota PKMS. 
Tahap Praktik Pembuatan Peraturan; pada tahapan ini pendampingan dilakukan oleh Tim PKMS, untuk melakukan pelatihan pembuatan peraturan negeri yakni materi dan draf peraturan negeri tentang pajak (ngase) telah disiapkan oleh Tim PKMS dan dibagi kepada peserta PKMS untuk dibahas  yakni  dengan metode focus group disscusion yaitu diskusi terfokus dengan badan Saniri dan staf pemeritah negeri terkait dengan kendala yang dialami terkait pembuatan peraturan negeri menyangkut pajak (ngase) negeri, sehingga pengetahuan dan pemahaman yang diberikan pada mitra dapat ditingkatkan. Target yang ingin dicapai yaitu penerapan pengetahuan dan pemahaman tentang pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri mitra, secara berkelanjutan melalui  pedoman dan buku peraturan yang dihasilkan. Langkah pelaksanaan antara lain persiapan materi, pembagian draf/materi yang akan dibahas, penyampaian dan penjelasan  tentang pentingnya peraturan negeri menyangkut pajak (ngase) negeri mitra, tentang kendala yang dihadapi, kesepakatan atau komitmen bersama untuk jenis-jenis pungutan, kesepakatan tentang besarnya biaya pajak (ngase), perampungan peraturan tentang pajak (ngase) negeri mitra, dalam bentuk buku atau pedoman peraturan pajak (ngase). Partisipasi mitra adalah penting dan sangat mendukung dalam memberikan masukan terkait sumber-sumber kekayaan/potensi desa, serta  ikut dalam kegiatan  FGD.
Tahap Evaluasi; pada tahap ini ketika sosialisasi dan ceramah terkait pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase) negeri di Suli dilakukan, maka Tim PKMS meminta komentar atau masukan dari peserta sebagai umpan balik demi mendapat penyempurnaan dari perneg (ngase) yang dilakukan, selanjutnya dilakukan uji public bagi penetapan pemberlakukan perneg pungutan (ngase) Negeri di Suli Kecamatan Salahutu. Dan hasil dari seluruh kegiatan pengabdian telah menghasilkan produk Peraturan Negeri tentang pajak (ngase) Negeri Suli, yang digunakan bagi tata kelola pemerintah negeri yang tertib, akuntabel dan transparan, bagi pelaksanaan pemerintahan desa atau negeri yang lebih baik.
PENUTUP

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat stimulus yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini penting untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mitra (Saniri Negeri/Perangkat Desa) terkait dengan penyusunan atau pembuatan peraturan negeri tentang pajak (ngase). Hal ini berdampak nyata bagi keteraturan kehidupan bermasyarakat di Desa/Negeri Suli.
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